
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1781, 2019 KEMEMKES. Penanggulangan Krisis Kesehatan. 

 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 75 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya dan terpeliharanya kesehatan 

masyarakat dalam penyelenggaraan krisis kesehatan, 

perlu dilakukan penanganan, pertolongan, dan 

pelindungan secara efektif dan terorganisir; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan sudah 

tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

hukum masyarakat sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan 

Krisis Kesehatan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 



2019, No. 1781  -2- 

2. Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829);  

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);  

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, 

korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya 

potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan 

masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar 

kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak 

memadai. 

2. Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah serangkaian 

upaya yang meliputi kegiatan prakrisis kesehatan, 

tanggap darurat Krisis Kesehatan, dan pascakrisis 

kesehatan. 

3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan dampak psikologis. 

4. Klaster Kesehatan adalah kelompok pelaku 

Penanggulangan Krisis Kesehatan yang mempunyai 

kompetensi bidang kesehatan yang berkoordinasi, 

berkolaborasi, dan integrasi untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan kesehatan, yang berasal dari pemerintah 

pusat, atau pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, 

sektor swasta/lembaga usaha dan kelompok masyarakat. 

5. Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan adalah serangkaian 

kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan sumber daya 

kesehatan, pengelolaan ancaman terjadinya Krisis 

Kesehatan, dan pengurangan kerentanan. 

6. Pencegahan adalah serangkaian upaya untuk 

menghilangkan atau mengurangi ancaman Krisis 

Kesehatan dan kerentanan. 
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7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi 

risiko Krisis Kesehatan, baik melalui pemetaan risiko, 

penyadaran dan peningkatan kemampuan sumber daya 

kesehatan maupun pembangunan fisik dalam 

menghadapi ancaman Krisis Kesehatan. 

8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Kesehatan 

melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna. 

9. Kaji Cepat Masalah Kesehatan (Rapid Health Assessment) 

yang selanjutnya disebut RHA adalah serangkaian 

kegiatan yang meliputi mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisa data dan informasi guna mengukur dampak 

kesehatan dan mengidentifikasi kebutuhan kesehatan 

masyarakat terdampak yang memerlukan respon segera. 

10. Tim Darurat Medis (Emergency Medical Team) yang 

selanjutnya disebut EMT adalah kelompok profesional di 

bidang kesehatan yang melakukan pelayanan medis 

secara langsung kepada masyarakat yang terkena 

dampak bencana atau kegawatdaruratan sebagai tenaga 

kesehatan bantuan dalam mendukung sistem pelayanan 

kesehatan setempat. 

11. Tim Respon Cepat Kesehatan Masyarakat (Public Health 

Rapid Response Team) yang selanjutnya disebut PHRRT 

adalah kelompok tenaga kesehatan masyarakat yang 

bertugas merespon cepat kondisi kesehatan masyarakat 

yang terdampak bencana atau keadaan darurat. 

12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Aman Bencana adalah 

fasilitas pelayanan kesehatan yang tetap aman, dapat 

diakses dan tetap beroperasi melakukan pelayanan 

kesehatan pada masyarakat dalam kondisi bencana. 

13. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan adalah 

perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik 

di bidang kesehatan sampai tingkat yang memadai pada 

wilayah pascakrisis, dan selanjutnya membangun 

kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan 

bidang kesehatan pada wilayah pascakrisis kesehatan, 
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baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat 

dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan pelayanan kesehatan, meningkatnya status 

kesehatan masyarakat, dan bangkitnya peran serta 

masyarakat. 

14. Rekonstruksi Kesehatan adalah pembangunan kembali 

semua prasarana dan sarana, kelembagaan bidang 

kesehatan pada wilayah pascakrisis kesehatan, baik pada 

tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan 

sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

pelayanan kesehatan, meningkatnya status kesehatan 

masyarakat, dan bangkitnya peran serta masyarakat. 

15. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan 

peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan. 

16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau 

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.    

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 

 

Pasal 2 

Penanggulangan Krisis Kesehatan bertujuan untuk 

terselenggaranya Penanggulangan Krisis Kesehatan yang 

terkoordinasi, terencana, terpadu, dan menyeluruh guna 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, 

risiko, dan dampak permasalahan kesehatan. 

 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung 

jawab dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan. 


